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LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Nomor : 2 Seri : D2

M

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAIUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENERANGAN KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Membac, : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor : 56/M.PAN/2/2000 tanggal 4 Pcbruari 2000
perihal  Pembentukan/Pengintegrasian  Instansi  Vertikal
Departemen menjadi Dinas.

Me'"mb“"g : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang  Pemerintah Daerah, maka peran dan [ungsi
infornust komunikast di Dacrah menjodi wewenangan Pemetintiah
Daerah;

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang informasi dan komunikas: dan
sambil menunpgu Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sesuai
denpan Pasal 68 Undang-undang, Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Dacrah, maka dipandang  perlu membentuk
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penerangan Kota Padang
Panjang:



Mengingat :

—

X

bahwa Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pcpcmnﬁ::
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas. perlu ditetap
dengan Keputusan Walikota Padang Panjang, {

Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang l’cmbcnlu:\:;;
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Dacrah Propinst;

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahunj
1956 Nomor 1 ”,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang I"okok-pokol\;
Kepegawaian Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

pokok-pokok Kepegawaian  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890y,

f
Undang-undnag  Nomor 8 Tahun 1992 tentang,  perfilman

(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 32,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

r 25 Tahun 1999 tentan Perimbangan
Kcuangan Antara  Pemeri &

(-embaran Negara Repubj i 72
Tambahan Lembaran P Indonesia Tahun 1999 Nomor <

ublik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 40 T
; ahun 1 ‘ n
negara Republik Indonesia Tahun 999 tentang Pers (Lembaran

: 1999 Nomor 166, Tambahan
embaran Negarg Republik Indonesig Nomor ...)

.
kd



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun'1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373),

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancengan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan
Informasi dan Komunikasi Nasional,

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENERANGAN KOTA PADANG PANJANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Alam Keputusan ini yang dimaksud dengan

a,
b D:CIH}_! adalah Kota Padang Panjang,
Merintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang,



Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang,

Dinas Pencrangan adalah Dinas Pencrangan Kota Padang Panjang.

Kepala Dinas Penerangan adalah Kepala Dinas Penerangan Kota Padang Panjang

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dm";
Penerangan Kota Padang Panjang.

acll L <N O

!
BAB I '
|
BAGIAN PERTAMA
l’EMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 |
(1) Dengan Keputusan ini dibentuk Dinas Penerangan serta ditetapkan 3usunaﬂ‘
Organisasi dan Tata Kerjanya. ‘

(2) Dinas Pencrangan ad

alah unsur pelaksanan Pemerintah Daerah dalam Bidang
Pencrangan di Daerah

.



Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan
: gzzggﬁﬁp;;;a?Lgalr\lel:gilasz‘::::; bimbingan tcknis di Bidang Penerangan
' Pl?::}r::pan bahan dan pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai
: g Zﬁ?’?gptalffaﬁgkoin? i::ljll}:::n:::ia:;yuluh melalui ceramah, diskusi, sarasehan
: g‘:':)l’)i:;:ﬁml%::aiukg:nwb[‘::;:ll;ksanaan teknis sesuai dengan tugas pokok Dinas
Penerangan;

1 g . an.
Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Penerang

BAGIAN KEDUA
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Penerangan terdiri dari :

Kepala Dinas;

Suba Bagian Tata Usaha;

Seksi Penyusunan Program Kegiatan;

Seksi Pembinaan Penerangan Mobil,
Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran;

[ Scksi Pembinaan Penerangan Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional.

@) Bagan Struktur organisasi Dinas Penerangan sebagaimana tercantum pada

ampir.

S ini ¢ i idak ds dipisahkan dari
an Keputusan ini dan m srupakan bagian yang tidak dapat dip
r A
CPutusan jn;.



Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 6

. lam
Punyai tugas membanty Kepala Dacrah h(ilg'l‘nt
. e alam e
menyelenggarakan schagian urusan  rumah tanppn Dacrah  dalan
Penerangan,

. . iawab kepada Kepala
(2) Kepala Dinas Pencrangan berada di hawah dan bcn:mggung Jawab kepada Kej
Daerah melalyj Sekretaris Daerah

Paragrara
SuB BAGIAN TATA USAIIA

Pasal 7

. dal vaitu

Yai tugas Menyelenggarakan bantuan staf, yqtl'm
mengurus taty Peraturan, administras;j keuangan, Perlengkapan serta pembuald
laporan dap statistik.

@ Sub Bagian Tata Us

aha dipimpin ¢
bawah dan berta,

lch Seorang Kepala Syl Bagian yang berada di
B8UNng jawab kepq i

da Kepala Dinas. |

Pasal g
Untuk men

Yelenggarakar,
Tata Usahg

C) WUsan tersehyg Pada Pagq) 4 Keputusan ini, Sub Bagian ,
mempunyaj fungs;

a, Melaksanakan Penyusunap rencana,
kctatalaksanaan; Program,

b. Melaksanakan

¢. Melaksanakan

kcrumahlanggaa

Pelaporan sertq organisasi dan
Pengelolaan administrasi keuangan-
Peéngurusan ®Pegawaian

* Perlengky sural menyurat dan
n serta kehumpggy, Bkapan, - suray nyur:



Pasal 9
(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari -

8. Urusan Umum;
b.  Urusan Keuangan;
¢. Urusan Kepegawaian.

o)) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh
Setorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan,
Pencatatan penerimaan dan penyelenggaraan penyebaran bahan-bahan penerangan
Serta urusan rumah tangga.

() Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
Tencana  anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penerangan, pembukuan
Perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

®3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi
kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas memelihara data, mengatur penempatan,

menyu.sm Program penambahan, membuat laporan serta menyelenggarakan tertib
adminjstras; inventaris kantor.



Paragrafr 3
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN

Pasal 11

4
Pasal 12

Untuk menyelenggarakan 1y

Bas tersebut pada Paga) 13 ayat (1) Keputusan ini, S¢
Penyusunan Program Kegia

tan mempunyaj fungs;i : }j
a Menyiapkan, mclaksan

akukan pengawasan penyusunan rencant
Pemantauan pembentaan-pembetitaan oleh media Penerangan massa, pembinaaf
An dan kelurghan, pemeliharaat

|

i

¢ Menyiapkan, melaksanakan ga, melakyl encant
Pemantauan dan Pengamatan sety 1o 4N pengawasan penyusunan rencanf

. i Py . ! Pertumb, terhadap ideologi Ne;
Ilz:::‘:tan sosial p°]“lzk’ S0stal ekonop; yanglgz:]darut}:::k::r;ags; Pirt:hglanangﬁ

-amanan maupun ke an nac: . ) o
rekyat, drama sosial, olgh o Nasional, matery dan efek Penampilan keseniat

Pendidikan dar; 5 oA s gy Ben;r:sl Muda serta kegiatan lembaga-lembag



4. Sub Seksi Penyusunan Program Kegiatan Umum;
b. Sub Seksi Monitoring dan Perpustakaan;
€. Sub Seksi Penilaian dan Perkembangan Masyarakat.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin olch
Seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Bagion Tata Usaha,

8 Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyusunan Program Kegiatan Umum mempunyai tugas menyiapkan,
melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi penyusunan program serta
Penyusunan laporan kegiatan operasional penerangan secara menyeluruh.

5

) Sub Seksi Monitoring dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan,
melaksanakan  dan melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan
Pcmberitaan-pcmberitaan oleh media penerangan massa, pembinaan

1 Pengembangan dan peningkatan mutu serta peranan perpustakaan Dinas
€nerangan dan kelurahan, pemeliharaan dokumentasi perkembangan Daerah serta
Penelitian berbagai aspek kehidupan Daerah.

H
¢ 3) Sub Seksi Penilain
‘ melaksanakan dan

/ })cn_gama!an serta |
Politik sostal ek

n Perkembangan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan,
melakukan pengawasan penyusunan rencana pemantauan dan
aporan pertumbuhan terhadap ideologi negara, kekuatan sosial
may . onomi- yang bcx:dmnpuk terhadap .pcrlahunup dan keamanan
Pun ketahanan nasional, materi dan efek penampilan kesenian rakyat, drama

S0sig . . .
o 0]’ olah raga dan generasi muda sera kegiatan lembaga-lembaga pendidikan
L semua jeniy dan tingkatan,



Paragraf 4
SEKSIPEMBINAAN PENERANGAN MOBII,

Pasal 15

. : qvelenpparakd
(1) Scksi Pembingan Pencrangan  Mobi mempunyai tugas  menyelengg
Penyusunan rencana dan melaksanakan Penerangan Mobil. !
. . . .o . - ol 1y ':;' i
(2) Scksi Pembinaan Pcncr:mgan Moln| dlplmpm oleh seorang Kepala Sckst yd
berada di bawah dan bert

anggung jawab kepada Kepala Dinas.

!

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15
Pembin

ayat (1) Keputusan ini, Se |
Aan Penerangan Mobi] mempunyai fungsi -

Tencana ceramah diskusi dan saraschan serta pclap0ff
pelaksanaannya f
b. Mcnyigpkan, mclaksanakan, menginventarisir Penyusunan bahan rencand dd
potensj Penerangany/siaran keliling Serta evaluasi dan pemberian bimbing
kegiatan jun, Penerangan kecamatan; .‘
¢ Menyiapkan_ melaksanakan, Memelihara dap o
Tencana perawatan dan

criunjukan film. !

Pasal 17
(1) Seksi Pembinaan Penerangan Mobil tergijp

i

dari 3 Sy} Seksi, yaituy :
a. Sub Seks? Ceramah dan Diskusi;

Sub Seksf B@na Penerangan chamatan'
C. Sub Scksj Bing Mobil Un; Pcncrangan,



(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Mobil.

Pasal 18

" (1) Sub Seksi Ceramah dan Diskusi mempunyai tugas menyiapkan, mengatur dan

II{elaksanakan pemantauan dan pengkajian penyusunan bahan rencana ceramah,
diskusi dan sarasehan serta pelapoien pelaksanaannya.

() Sub Seksi Bina Penerangan Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan,
melaksanakan, menginventarisir penyusunan bahan rencana data potensi
Pencrangan/siaran keliling serta evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan juru
Penerangan kecamatan.

(3) Sub Seksi Bina Mobil Unit Pencrangan mempunyai tugas menyiapkan,
melaksanakan, memelihara dan membimbing penyusunan bahan rencana
Perawatan dan penggunaan Mobil Unit Penerangan perangkat [ilm unit dan
perangkat sound system unit serta pertunjukan film.

Paragraf §
SEKSI PENERBITAN DAN PEMBINAAN PAMERAN
Pasal 19
(1) Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran mempunyai tugas menyelenggarakan
Penyusunan rencana dan melaksanakan penerbitan buletin pencrangan  hasil

Monitoring serta pameran-pameran visual secara periodik di Daerah.

2 : .
) Seksi Penerbitan dan Pembinaan Pameran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 20 |

Untuk melaksanakan tugas

tersebut pada Pasal 19 ayat (1) Keputusan ini, Seks
Penerbitan dan Pembing

an Pameran mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan, melaksanakan,

b. Sub Seksi

(2) Masing-masing g, sel

ksi sebagaimans 4:
Kepaln SqcP12 St Seksi yans poone ik gygy 9 00 g
Kepala Seks; Pcncrbit;,ksl yang berady di bay ah dan( )P » dipimp

: di
dan Pembinggy, Pameran bertanggung jawab kepa



Pasal 22

(1) Sub Seksi Penerbitan mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, memelihara
dan mengatur penyusunan dan penggunaan serta pelaksanaan pembinaan rencana
bahan naskah dan isi penerbitan, penerbitan khusus antara lain berupa booklet,
leaflet, pamflet dan lukisan bergambar, catatan dan arsip penerbitan khusus,
perlengkapan percetakan, percetakan semua jenis bahan cetakan penerbitan dan
bukan penerbitan serta pencatatan tentang kegiatan dan produksi percetakan,

(2) Sub Seksi Produksi Pameran mempunyai tugas menyiapkan, menciptakan,
mengatur dan melaksanakan penyusunan rencana’ bahan rekreasi seni lukisan,
pengadaan dan pengisian serta penempatan panil dan bahan pendukung lainnya,
Pencatatan jenis dan materi pameran yang diproduksi, pembangunan arena dan
Sarana serta prasarana yang dibutuhkan suatu pameran;

() Sub Scksi Perencanaan Pameran mempunyai tugas menyiapkan, menseleksi,
melaksanakan dan memelihara penyusunan rencana bahan sasaran terpilih sebagai
O?jek pameran, dokumentasi foto, perangkat kamar gelap, materi yang akan
diekspose, cetak biru arena dan susunan pameran, lokasi sasaran pameran serla
Upaya pendekatan kepada peserta pameran dari unsur-unsur [ain.

Paragraf 6
SEKSI PEMBINAAN PENERANGAN MASYARAKAT
Pasal 23
() Seh Pembinaan Penerangan Masyarakal mempunyat tugas iaenyelenggarakan

CYUSUNAN. rencana (b .
Penyusunan rencana dan melaksanakan pembinaan serta penerangan masyarakat

'll] ) o i | »~ . »y . -
i’)‘ M Ilmhpull pertunjukan, unsur-unsur siaran radio Daerah serta kchumasan
ieral)

(')) S .

<) Seksi Pembinaan Pene .

yor ,1! b embmgan Pencrangan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
18 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 24

- 191 Qaleees . 1 aan
Untuk mclaksanakan tugas tersebut pada pasal 23 Keputusan ini, Scksi Pembina
Penerangan Masyarakat mempunyai fungsi ;

a.

wawancara pers sesuaj kebutuhan,
kabar serta mengikuti berita,

kegiatan upacarg lengkap;

pemeliharaan dan pembinaan bacaan sura

ur-unsur pers Dacrah, pcnyclenggaramj'
nya, perkembangan tugas dan teknik protokoler sert

penyusunan rencana bahgﬂ
gembangan group pertunjukan milik Dinas dan milik
' petisi Broup-group  pertunjukan
pembinaan tenaga pelatih d
P pertunjukan rakyat untuk

penumbuhan dap pen
masyarakat scrta sem
rakyat, pemeliharaan
Pengaturan  jadwal

latihan, Pemanfaatan groy
Penyampaian pesan p

embangunan;

akan Penyusunan rencang bahan

Jasama pengisian acara siaran
Penerangan di studio RRI maupun radio SWwasta, penggalian acarg siaran
lain  yang bethalangan ey pPemantauan  (gn
radio swasta,

Pasal 25

8. Sub Secksi Pembi

Mbinaan p €nerangan Masyarakyt o bcmmggu“gjawﬂb kepads




Pasal 26

(1) Sub Seksi Pembinaan Kehumasan Daerah mempunyai tugas menyiapkan,
: menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bahan berupa perkembangan
kegiatan untuk penyelenggaraan realese secara periodik, penciptaan kerjasamn
dengan unsur-unsur pers Daerah, penyelenggaraan wawancara pers sesuai
kebutuhan, pemeliharsan dan pembinaan bacaan surat kabar serta mengikuti
beritanya, perkembangan tugas dan teknik protokoler serta kegiatan upacara
lengkap;

(2) Sub Seksi Pembinaan Pertunjukan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan,
Menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana bshan penumbuhan dan
Pengembangan group pertunjukan milik Dinas dan milik masyarakat serta
Semangat kerja sama dan kompetisi group-group pertunjukan rakyat, pemeliharnan
perlengkapan pertunjukan, pembinaan tenaga pelatih dan pengaturan jadwal

latihan, pemanfaatan group pertunjukan rakyat untuk penyampaian pesan
Pembangunan:;

(3) Sub Seksi Pembinaan Siaran Radio mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan
melaksanakan penyusunan rencana bahan penyelenggaraan dan pemeliharann
UI?llngan kerjasama pengisian acara siaran penerangan di studio RRI maupun
Tadio swasta, penggalian acara siaran penerangan oleh instansi lain yang
berhalangan serta pemantauan dan pembimbingan program siaran radio swasta.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

K . '
p:,llomp ok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
erngan sesuai dengan keahliannya.



Pasal 28

: ini terdir
(1) Kelompok Jabatan Fungsionan yang dimaksud pada Pasal 27 Keputusan ini

: : ba,
dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbags
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

e, tens;
(2) Sctiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal inj dipimpin oleh seorang gﬁ
fungsional yang ada di

. ab
lingkungan Dinas Pencrangan dan bertanggungjaw |
kepada Kepala Dinas,

o kan
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasar aﬁ
kebutuhan dan beban kerja.

) ST esusl
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur s i
dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

BAB Ig }
|

TATA KERJA

;
Pasal 29

Dalam mclaksanakap tugasnya Kepala Dinag Pcnerangap,, Kepala Sub Bagian Taﬂf
Usahat Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala sy Seksi serta Kelompok J: abatal“
Fungsiona] wajib menerapkan pring

vertikal dan horizo,

. . . . . . . . am
' koordinasj i onisasi secar
n dan ntal bajk dalam “"gkung tegrasi, sinkr

organisasi dj lingk,

: . tuan
A Masing-masing maupun antara $&
Ungan Pemerintal, Daerah, s § maup ‘

|
Pasal 3¢

|
(1) Setiap Pimpinan

; satlian Organisag;
mcngkoord.masikan bawnhannyya m;sing-m
serta petunjuk bagj Pelaksangan tugas

dalam lingkungan Dinas Penerangan
asing

dan memberikan bimbing®
baWahan

|



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti da.n mentaati petun:juk-
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
i laporan berkala tepat pada waktunya.

7 (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Penerangan pada masing-masing tingkatan,
disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat
pada waktunya serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di
: bidang kesekretariatan.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Iebih lanjut dan
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31
Pz}fa Kepala Scksi pada Dinas Penerangan menyampaikan laporan kepada Kepala
dinas Penerangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pencrangan menyusun

laporan  berkalq kepada Kepala Dinas Penerangan dan selanjutnya Kepala Dinas
Penerangan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 32

l\.cp“]‘l Dinas dan pejubat-pejabat lainnya dalam lingkungan Dinas Penerangan,

diang., . . )
| 'l‘?i"“ dan diberhentikan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang
Wrlaky,



BAB YV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untujc pelaksanaan kegiatan Dinas Pencrangan
dibebankan dari An

ggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta subsidi atau banw“J

dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atay Lembaga Pemerintah yang si
menurut peraturan perundang-undangan yang berlakuy,

BAB v

KETENTUAN PENUTUP

{
Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini,

1 maka segala ketentuan yang bertentan
dengannya dinyatakan tidak berlaky

Pasal 35
Keputusan jp; mulai berlaky, sejak tangpq] ditetapkan, |




Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 1 April 2000

WALIKOTA PADANG PANJANG
dto
YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang

Pada tanggal 1 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto
ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 2



